
 

  

LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.249, 2018 ADMINISTRASI. Pemerintahan. Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Perubahan. 
 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 135 TAHUN 2018  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2015 

TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketersediaan 

pembiayaan infrastruktur untuk menunjang 

percepatan pembangunan infrastruktur bidang 

pekerjaan umum dan perumahan, perlu dilakukan 

penguatan dan revitalisasi organisasi Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat; 

 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 16); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2015 

TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 

Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 16) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, 

penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan 

dan pengembangan kawasan permukiman, 

pembiayaan infrastruktur, penataan bangunan 

gedung, sistem penyediaan air minum, sistem 

pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan 

serta persampahan, dan pembinaan jasa 

konstruksi; 

b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan 

pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat; 

c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang 

menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat; 
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d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di 

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; 

e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas 

pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat di daerah; 

f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan 

strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 

g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di 

bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 

h. pelaksanaan pengembangan sumber daya 

manusia di bidang pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat;  

i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif 

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Presiden. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 4 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

terdiri atas: 

a. Sekretaris Jenderal; 

b. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; 

c. Direktorat Jenderal Bina Marga; 

d. Direktorat Jenderal Cipta Karya; 

e. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan; 

f. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; 

g. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan; 

h. Inspektorat Jenderal; 

i. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; 
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